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BAB IV 

PENUTUP 

A. Simpulan 

1.Peran Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Padang dalam pencegahan pelanggarakan 

visa warga negara asing dilakukan dengan dua upaya yaitu upaya pengawasan 

dan upaya penindakan. Upaya pengawasan keimigrasian adalah serangkaian 

kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengolah, serta menyajikan 

data dan informasi keimigrasian warga negara asing dalam rangka 

memastikan dipatuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 

keimigrasian.  

2.Kendala yang dihadapi yaitu hambatan secara internal dan eksternal. Kendala 

internal meliputi kurangnya sumber daya manusia, kurangnya peran serta Tim 

Pengawasan Orang Asing (Timpora) terkait laporan-laporan mengenai 

keberadaan dan kegiatan warga negara asing, kurangnya kesadaran dari 

masyarakat untuk ikut serta mengawasi keberadaan dan kegiatan orang asing, 

serta kurangnya sarana dan prasarana yang memadai.Sedangkan kendala 

eksternal meliputi dampak psikologis warga negara asing yang telah memiliki 

keluarga yang tinggal di Indonesia apabila mereka dipisahkan, serta 

kurangnya kesadaran hukum dari warga negara asing. 
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B. Saran 

Penulis mempunyai beberapa saran atas permasalahan yang telah diuraikan di 

atas yaitu sebagai berikut: 

1. Meningkatkan sumber daya manusia personil imigrasi melalui pendidikan 

dan pelatihan agar lebih memahami substansi hukum keimigrasian dan juga 

memahami tugas dan kewenangan yang dimilikinya. 

2. Meningkatkan kerjasama dengan instansi lain yang terkait dalam hal 

pengawasan terhadap orang asing agar lebih mengoptimalkan kinerja dalam 

penanganan orang asing yang melanggar izin tinggal keimigrasian. 

3. Meningkatkan koordinasi antar anggota Tim Pengawas Orang Asing 

(Timpora) sehingga menciptakan kinerja yang lebih efektif dan efisien. 

4. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya pastisipasi 

mereka untuk melaporkan keberadaan dan kegiatan orang asing yang 

melanggar keimigrasian demi kenyamanan bersama dan menjaga 

kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

5. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang operasional serta teknologi 

informasi guna penguatan sistem informasi keimigrasian yang terintegrasi.  
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